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Abstrak 
 
Dari pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial Departemen Sosial RI 1999 diperoleh 
bahwa di negara kita terdapat jutaan penduduk yang tergolong sebagai 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Diantaranya Anak Terlantar 
2.767.629; Anak Jalanan 44.671; Wanita Rawan Sosial Ekonomi 1.485.102, dll. 
Dalam tahun 1998-1999 dilaksanakan berbagai program Kesejahteraan Sosial oleh 
pemerintah, swasta atau masyarakat dengan berbagai sumber bantuan, baik dari dalam 
negeri ataupun dari lembaga-lembaga Internasional dan ORSOS luar negeri. 
Dalam kesempatan ini akan dibahas bagaimana keterkaitan antara sistem hukum lokal, 
nasional dan internasional dengan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Sulawesi 
Selatan. 
 
 


